BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR = TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang 1 a.
b.
Mengingat S
2.

BUPATI SUMBAWA,

bahwa dengan ditetapkannya evaluasi jabatan di
lingkungan Instansi Daerah berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/825/M.SM.02.00/2025, maka parameter penentuan
tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun
2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, tidak
sesuai lagi sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);




|

10.

Ll

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7022);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun
2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

\/ Nomor 711);




Menetapkan

12.

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 2)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2023 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Bupati Sumbawa :

a. Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2024 Nomor 49); dan

b. Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2025 Nomor 2);

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

\ \, Peraturan Bupati ini.




Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal '2 Februari 2026

BUPATI SYMBAWA, \"

\ \, SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Februari 2926

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 NOMOR =2




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI

SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG TAMBAHAN PENGAHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KELAS TOTAL TERIMA
NO PERANGKAT DAERAH JABATAN NAMA JABATAN Beban Kerja | Prestasi Kerja Tempat Kondisi Kerja| Kelangkaan PER BULAN (Rp)
(Rp) (Rp) Bertugas (Rp) (Rp) Profesi (Rp) 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Sekretariat Daerah 15 Sekretaris Daerah 7.322.000 10.982.000 - - 6.406.000 24.710.000
2 Badan Perencanaan, Pembangunan . Asisten/Kepala Badan 5.574.000 4.180.000 - 5 2 9.754.000
Riset dan Inovasi Daerah 13 Staf Ahli Bupati 3.752.000 3.377.000 £ 625.000 - 7.754.000
12 Kepala Bagian/Sekretaris Badan 2.300.000 3.000.000 - - - 5.300.000
Jabatan Fungsional Madya (JF PBJ) 2.000.000 2.000.000 - 1.000.000 - 5.000.000
Jabatan Fungsional Madya 2.000.000 2.000.000 - 800.000 - 4.800.000
1 Kepala Bidang 1.701.000 3.015.000 - - - 4.716.000
Jabatan Fungsional Madya 1.701.000 2.861.000 - - - 4.562.000
10 Jabatan Fungsional Muda (JF PBJ) 1.478.000 2.284.000 = 672.000 4.434.000
Jabatan Fungsional Muda 1.478.000 2.150.000 - 336.000 - 3.964.000
9 Kepala Subbagian 1.287.000 2.399.000 = = & 3.686.000
Jabatan Fungsional Muda (Penyetaraan Jabatan) 1.287.000 2.399.000 - - - 3.686.000
| 8 Jabatan Fungsional Pertama (JF PBJ) 1.034.000 2.163.000 - 470.000 - 3.667.000
Jabatan Fungsional Pertama 1.034.000 2.069.000 - 470.000 - 3.573.000
Jabatan Fungsional Penyelia 1.034.000 2.069.000 - 470.000 3.573.000
7 Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional, Penata 912.000 1.658.000 ) B ) 2.570.000

Keprotokolan

Jabatan Fungsional Mahir/ Pelaksana Lanjutan 912.000 1.658.000 2.570.000
6 Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional 937.000 1.513.000 - - - 2.450.000
Pengelola Keprotokolan, Pengelola Layanan Pengadaan 937.000 1.513.000 - - - 2.450.000
Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana 937.000 1.513.000 2.450.000
Ih 5 Pengadministrasi Perkantoran 871.000 1.502.000 - - - 2.373.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 871.000 1.502.000 - - - 2.373.000
3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 883.000 - - 559.000 2.031.000
1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 - - 770.000 1.733.000
3 |Badan Keuangan dan Aset Daerah 14 Kepala Badan 5.574.000 4.180.000 - - - 9,754.000
12 Sekretaris 2.300.000 3.000.000 = s = 5.300.000
Jabatan Fungsional Madya 2.200.000 2.800.000 - - - 5.000.000
11 Kepala Bidang 1.701.000 3.015.000 - - - 4.716.000
Kepala Bidang (Kuasa Bendahara Umum Daerah) 1.701.000 3.015.000 - 464.000 5.180.000
Jabatan Fungsional Madya 1.856.000 2.783.000 - - 4.639.000




\Y

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KELAS : - TOTAL TERIMA
NO PERANGKAT DAERAH JABATAN NAMA JABATAN Beban Kerja | Prestasi Kerja Tempat Kondisi Kerja| Kelangkaan PER BULAN (Rp)
(Rp) (Rp) Bertugas (Rp) (Rp) Profesi (Rp) 2026
1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10
10 Jabatan Fungsional Muda 1.612.000 2.419.000 - £ - 4.031.000
9 Kepala Subbagian/Subbidang 1.287.000 2.399.000 - - 3.686.000
Jabatan Fungsional Muda 1.287.000 2.399.000 - - - 3.686.000
8 Jabatan Fungsional Pertama 1.411.000 2.257.000 - - - 3.668.000
Jabatan Fungsional Penyelia 1.411.000 2.257.000 - - - 3.668.000
T Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional 912.000 1.783.000 - - - 2.695.000
Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana lanjutan 912.000 1.783.000 2.695.000
6 Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional 901.000 1.729.000 - - 2.630.000
Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana 901.000 1.729.000 2.630.000
5 Pengadministrasi Perkantoran 841.000 1.773.000 - = = 2.614.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 841.000 1.773.000 - - - 2.614.000
3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 883.000 - - 559.000 2.031.000
1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 - - 770.000 1.733.000
4 |Inspektorat 14 Inspektur 5.574.000 5.295.000 - - - 10.869.000
12 Sekretaris 2.400.000 3.000.000 - - - 5.400.000
Inspektur Pembantu 2.300.000 3.000.000 - - - 5.300.000
Fungsional Madya 2.000.000 2.200.000 - - 1.000.000 5.200.000
11 Jabatan Fungsional Madya 1.701.000 2.087.000 - - 773.000 4,561.000
10 Jabatan Fungsional Muda 1.545.000 1.881.000 - - 672.000 4.098.000
9 Kepala Subbagian 1.755.000 1.989.000 - - - 3.744.000
Jabatan Fungsional Muda (Penyetaraan) 1.638.000 1.521.000 - - 585.000 3.744.000
8 Jabatan Fungsional Pertama 1.411.000 1.834.000 - - 470.000 3.715.000
Jabatan Fungsional Penyelia 1.411.000 1.834.000 - - 470.000 3.715.000
T Penelaah Teknis kebijakan, Penata layanan Operasional 912.000 1.866.000 - - - 2.778.000
Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan 829.000 1.658.000 - - 290.000 2.777.000
6 Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional 901.000 1.801.000 - - - 2.702.000
Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana 793.000 1.693.000 216.000 2.702.000
5 Pengadministrasi Perkantoran 841.000 1.833.000 - - - 2.674.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 841.000 1.833.000 - - - 2.674.000
3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 883.000 - - 574.000 2.046.000
1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 - - 780.000 1.743.000
5 |Badan Penanggulangan Bencana 14 Kepala Badan/Dinas/Satuan 4.180.000 3.902.000 - 418.000 = 8.500.000
Daerah 12 Sekretaris Badan/Dinas/Satuan 2.300.000 2.700.000 - 300.000 - 5.300.000
Dinas Kesehatan Jabatan Fungsional Dokter Madya 2.000.000 2.400.000 - 700.000 - 5.100.000
Diie Barkudani Kebaicoea: can Jabatan Fungsional Dokter Gigi Madya 2.000.000 2.400.000 . 700.000 - 5.100.000
Penyelamatan
Satuan Polisi Pamong Praja Jabatan Fungsional Madya 2.000.000 2.400.000 - 700.000 = 5.100.000
11 Sekretaris BPBD 2.300.000 2.700.000 - 300.000 - 5.300.000
Kepala Bidang 1.778.000 2.087.000 - 232.000 - 4.097.000
Jabatan Fungsional Madya 1.778.000 1.546.000 = 541.000 = 3.865.000
10 Jabatan Fungsional Dokter Muda 1.546.000 1.546.000 - 619.000 - 3.711.000
Jabatan Fungsional Dokter Gigi Muda 1.546.000 1.546.000 - 619.000 - 3.711.000
9 Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/UPT Tipe A 1.404.000 1.580.000 - 176.000 - 3.160.000
Kepala UPT Puskesmas (Jabatan Fungsional) 1.404.000 1.580.000 176.000 3.160.000
Jabatan Fungsional Muda (penyetaraan jabatan) 1.287.000 1.404.000 - 410.000 - 3.101.000
Jabatan Fungsional Dokter Pertama 1.287.000 1.404.000 = 410.000 S 3.101.000
Jabatan Fungsional Dokter Gigi Pertama 1.287.000 1.404.000 - 410.000 - 3.101.000




KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

TOTAL TERIMA

NO PERANGKAT DAERAH JAng';iN NAMA JABATAN Beban Kerja | Prestasi Kerja Tempat Kondisi Kerja| Kelangkaan PER BULAN (Rp)
(Rp) (Rp) Bertugas (Rp) (Rp) Profesi (Rp) 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jabatan Fungsional Muda 1.287.000 1.404.000 - 410.000 - 3.101.000
8 Kepala Subbagian TU UPT Tipe A / Kepala UPT Tipe B 1.034.000 1.834.000 - 141.000 - 3.009.000
Jabatan Fungsional Pertama 940.000 940.000 - 329.000 - 2.209.000
7 Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasiocanal 705.000 995.000 290.000 - 1.990.000
Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan 705.000 995.000 - 290.000 - 1.990.000
6 Pengolah Data dan Informasi, Pengelola layanan Operasional 829.000 901.000 = 108.000 - 1.838.000
Jabatan Fungsional Pelaksana 829.000 901.000 - 108.000 - 1.838.000
S5 Pengadministrasi Perkantoran 781.000 841.000 - 90.000 - 1.712.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 781.000 841.000 - 90.000 - 1.712.000
Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula 781.000 841.000 - 90.000 - 1.712.000
4 Operator Layanan Operasional/Pengemudi Ambulance(SMP) 552.000 1.068.000 - 89.000 - 1.709.000
3 Operator Layanan Operasional (SMP) 515.000 883.000 - 118.000 191.000 1.707.000
1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 - 77.000 529.000 1.569.000
6 |Dinas Penanaman Modal dan 14 Kepala Dinas 4.180.000 3.902.000 - - - 8.082.000
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 Sekretaris 2.300.000 2.700.000 - - - 5.000.000
Jabatan Fungsional Madya 2.200.000 2.400.000 - - 4.600.000
11 Jabatan Fungsional Madya 1.778.000 2.397.000 - - - 4.175.000
10 Jabatan Fungsional Muda 1.612.000 2.016.000 - - - 3.628.000
9 Kepala Subbagian 1.287.000 1.931.000 - = = 3.218.000
Jabatan Fungsional Muda 1.287.000 1.931.000 - - 3.218.000
8 Jabatan Fungsional Pertama 1.505.000 1.646.000 - - - 3.151.000
Jabatan Fungsional Penyelia 1.505.000 1.646.000 - - 3.151.000
7 Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Lavanan Operasional 912.000 1.410.000 - - - 2.322.000
Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana lanjutan 912.000 1.410.000 2.322.000
6 Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional 901.000 1.333.000 - - - 2.234.000
Jabatan Fungsional Terampil 901.000 1.333.000 2.234.000
5 Pengadministrasi Perkantoran 841.000 1.382.000 = = - 2.223.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 841.000 1.382.000 - = - 2.223.000
3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 883.000 - - 471.000 1.943.000
1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 - - 693.000 1.656.000
7 |Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 14 Sekretaris Dewan 4.180.000 3.902.000 - - - 8.082.000
Daerah 12 Kepala Bagian 2.000.000 3.000.000 - - - 5.000.000
Jabatan Fungsional Madya 2.000.000 3.000.000 - - - 5.000.000
11 Jabatan Fungsional Madya 2.551.000 2.319.000 - - 4.870.000
10 Jabatan Fungsional Muda 1.344.000 2.284.000 - - - 3.628.000
9 Kepala Subbagian 1.287.000 1.463.000 - - - 2.750.000
Jabatan Fungsional Muda 1.287.000 1.463.000 - - - 2.750.000
Jabatan Fungsional Pertama/Penyelia 1.034.000 1.693.000 - - - 2.727.000
Penelaah Teknis Kebijakan, Penata layanan Operasional, Penata 829,000 1.036.000 ~ ) ) 1.865.000

Keprotokolan

Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan 829.000 1.036.000 1.865.000
6 Pengolah Data dan Informasi 829.000 901.000 - = = 1.730.000




KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KELAS TOTAL TERIMA
NO PERANGKAT DAERAH JABATAN NAMA JABATAN Beban Kerja | Prestasi Kerja Tempat Kondisi Kerja| Kelangkaan PER BULAN (Rp)
(Rp) (Rp) Bertugas (Rp) (Rp) Profesi (Rp) 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelola Keprotokolan 829.000 901.000 - - - 1.730.000
Jabatan Fungsional Terampil /Pelaksana 829.000 901.000 1.730.000
5 Pengadministrasi Perkantoran 781.000 841.000 - - - 1.622.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 781.000 841.000 - - - 1.622.000
3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 809.000 z - 191.000 1.589.000
1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 - - 558.000 1.521.000
8 |Badan Pendapatan Daerah 14 Kepala Badan 4.180.000 3.902.000 - - - 8.082.000
12 Sekretaris 2.300.000 2.700.000 - - - 5.000.000
Jabatan Fungsional Madya 2.200.000 2.400.000 - - 4.600.000
11 Kepala Bidang 1.933.000 2.087.000 - - - 4.020.000
Jabatan Fungsional Madya 1.701.000 2.165.000 - - 3.866.000
10 Jabatan Fungsional Muda 1.612.000 2.016.000 & - - 3.628.000
9 Kepala Subbagian/Subbidang 1.638.000 1.580.000 - - 3.218.000
Jabatan Fungsional Muda (Penyetaraan) 1.638.000 1.580.000 - - - 3.218.000
8 Jabatan Fungsional Pertama 1.505.000 1.693.000 = - 3.198.000
Jabatan Fungsional Penyelia 1.505.000 1.693.000 - - - 3.198.000
7 Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional 1.202.000 1.119.000 - B - 2.321.000
Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan 1.202.000 1.119.000 2.321.000
6 Pengolah Data dan Informasi, Pengolah Layanan Operasional 1.225.000 1.009.000 - - - 2.234.000
Jabatan fungsional Pelaksana 1.225.000 1.009.000 - - - 2.234.000
5 Pengadministrasi Perkantoran 1.292.000 931.000 = - - 2.223.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 1.292.000 931.000 - - - 2.223.000
3 Operator Layanan Operasional (SMP) 912.000 883.000 - - 147.000 1.942.000
1 Operator Layanan Operasional (SD) 722.000 578.000 - - 578.000 1.878.000
9 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 Kepala Dinas 4.180.000 3.902.000 - - - 8.082.000
12 Sekretaris 2.300.000 2.700.000 - - 5.000.000
Jabatan Fungsional Madya 2.200.000 2.400.000 = - - 4.600.000
11 Kepala Bidang 1.778.000 2.087.000 - 3.865.000
Jabatan Fungsional Madya 1.778.000 1.933.000 - = 3.711.000
10 Jabatan Fungsional Muda 1.344.000 2.284.000 - - - 3.628.000
9 Kepala Subbagian /Seksi/UPT Tipe A 1.287.000 1.463.000 - - - 2.750.000
Jabatan Fungsional Muda (Penyetaraan Jabatan) 1.287.000 1.463.000 - - 2.750.000
Jabatan Fungsional Muda (guru non sertifikasi) 585.000 1.170.000 - - - 1.755.000
8 Kepala Subbagian TU UPT Tipe A / Kepala UPT Tipe B 1.034.000 1.693.000 - - 2.727.000
Jabatan Fungsional Pertama 940.000 1.081.000 - - - 2.021.000
Jabatan Fungsional Pertama (Guru Non Sertifikasi) 799.000 846.000 ~ - - 1.645.000
7 Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional 829.000 1.036.000 - - - 1.865.000
Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan 829.000 1.036.000 1.865.000
6 Pengolah Data dan Informasi, Pengolah Layanan Operasional 829.000 901.000 - - - 1.730.000
Jabatan Fungsional Terampil/ Pelaksana 829.000 901.000 - - - 1.730.000
Jabatan Fungsional Pelaksana/Pengelola Tenaga Kependidikan 684.000 793.000 - - - 1.477.000
S Pengadministrasi Perkantoran 781.000 841.000 - - - 1.622.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 781.000 841.000 - - - 1.622.000




KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TOTAL TERIMA
KELAS 5 F ;
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3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 809.000 - - 191.000 1.5849.000

1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 - - 558.000 1.521.000

Kecamatan dengan Kesulitan 12 Camat 2.900.000 2.400.000 500.000 - - 5.800.000
Geografis 11 Sekretaris Kecamatan 1.778.000 2.087.000 387.000 - - 4.252.000
Tarano 9 Kepala Subbagian/Seksi 1.287.000 1.463.000 293.000 - - 3.043.000
8 Kepala Subbagian/Seksi 1.034.000 1.740.000 235.000 - - 3.009.000

Orong Telu 7 Penelaah teknis Kebijakan, Fasilitator Pemerintahan 829.000 1.036.000 207.000 = - 2.072.000
Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan 829.000 1.036.000 207.000 2.072.000

Lunyuk 6 Pengolah Data dan Informasi 829.000 901.000 180.000 - - 1.910.000
Jabatan Fungsional Terampil /Pelaksana 829.000 901.000 180.000 1.910.000

Lantung S Pengadministrasi Perkantoran 781.000 841.000 150.000 - = 1.772.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 781.000 841.000 150.000 - - 1.772.000

Batulanteh 3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 809.000 74.000 - 191.000 1.663.000
Ropang 1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 48.000 - 558.000 1.569.000
Badan Kepegawaian dan 14 Kepala Badan 4.180.000 4.320.000 - - - 8.500.000
Pengembangan Sumber Daya 12 Sekretaris 2.600.000 2.700.000 - - - 5.300.000
Jabatan Fungsional Madya 2.000.000 2.600.000 - = . 4.600.000

101 Kepala Bidang 2.010.000 2.087.000 - - - 4.097.000

Jabatan Fungsional Madya 1.933.000 1.546.000 - - - 3.479.000

10 Jabatan Fungsional Muda 1.478.000 1.747.000 3.225.000

9 Kepala Subbagian 1.580.000 1.463.000 - - - 3.043.000

Jabatan Fungsional Muda (Penyetaraan Jabatan) 1.580.000 1.463.000 - - - 3.043.000

Jabatan Fungsional Muda 995.000 1.287.000 - = - 2.282.000

8 Jabatan Fungsional Pertama 1.270.000 940.000 - - - 2.210.000

Jabatan Fungsional Penyelia 1.270.000 940.000 2.210.000

74 Penelaah Teknis Kebijakan 954.000 1.036.000 - = - 1.990.000

Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan 995.000 995.000 = = - 1.990.000

6 Pengolah Data dan Informasi 937.000 901.000 - 2 - 1.838.000

Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana 937.000 901.000 1.838.000

5 Pengadministrasi Perkantoran 871.000 841.000 - - - 1.712.000

Operator Layanan Operasional (SMA) 871.000 841.000 - - - 1.712.000

3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 883.000 - - 235.000 1.707.000

1 Operator Layanan Operasional (SD) 462.000 578.000 - - 529.000 1.569.000

Perangkat Daerah Lainnya 14 Kepala Badan/Dinas 4.180.000 3.902.000 - - - 8.082.000
12 Camat 2.900.000 2.400.000 - - - 5.300.000

Sekretaris Badan/Dinas 2.300.000 2.700.000 - - - 5.000.000

Jabatan Fungsional Madya 2.000.000 2.500.000 - - - 4.500.000

11 Kepala Bidang/Sekretaris Kecamatan 1.778.000 2.087.000 - - - 3.865.000

Jabatan Fungsional Madya 1.701.000 1.546.000 - - - 3.247.000

10 Jabatan Fungsional Muda 1.411.000 1.747.000 - - - 3.158.000

9 Lurah 1.521.000 1.463.000 - - - 2.984.000

Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/KUPT (Tipe A) 1.287.000 1.463.000 - - - 2.750.000

Jabatan Fungsional Muda (Penyectaraan Jabatan) 1.287.000 1.463.000 - = - 2.750.000

Jabatan Fungsional Muda 1.287.000 1.463.000 - - - 2.750.000

8 Sekretaris Kelurahan 1.034.000 1.693.000 - - - 2.727.000




KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
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Kepala Subbagian Kecamatan/Kepala Seksi Kelurahan/Kepala

UPT (Tipe B)/Kepala TU UPT Tipe A 1.034.000 1.693.000 - - - 2.727.000

Jabatan Fungsional Pertama 940.000 1.081.000 - - - 2.021.000

Jabatan Fungsional Penyelia 940.000 1.081.000 2.021.000

¥ Penelaah Teknis Kebijakan 829.000 1.036.000 - - - 1.865.000

Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan 995.000 912.000 = = = 1.907.000

6 Pengolah Data dan Informasi 829.000 901.000 - - - 1.730.000

Jabatan Fungsional Pelaksana 865.000 973.000 = = 1.838.000

5 Pengadministrasi Perkantoran 781.000 841.000 - - 1.622.000

Operator Layanan Operasional (SMA) 781.000 841.000 = - 1.622.000

Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula 811.000 901.000 - - - 1.712.000

3 Operator Layanan Operasional (SMP) 589.000 809.000 - - 191.000 1.589.000

1 Operator Layanan Operasional (SD) 385.000 578.000 - - 558.000 1.521.000

8 CPNS (Golongan I11/b) 1.175.000 470.000 - - - 1.645.000

T CPNS (Golongan 111/a) 1.036.000 497.000 - - 1.533.000

6 CPNS (Golongan I1/c) 901.000 576.000 - - - 1.477.000

5 CPNS (Golongan 11/a) 751.000 481.000 - - - 1.232.000

9 PPPK (Golongan X) 936.000 293.000 - - - 1.229.000

8 PPPK (Golongan IX) 940.000 235.000 - - - 1.175.000

7 PPPK (Golongan VII) 829.000 332.000 - - - 1.161.000

6 PPPK (Golongan VI) 721.000 396.000 - - - 1.117.000

5 PPPK (Golongan V) 781.000 300.000 - - - 1.081.000

3 PPPK (Golongan 1V) 618.000 441.000 - - - 1.059.000

1 PPPK (Golongan 1) 481.000 529.000 - - - 1.010.000

13 |Rumah Sakit Umum Daerah 14 Jabatan Fungsional Dokter Utama 1393000 557.000 = - - 1.950.000

12 Direktur 1.000.000 2.200.000 - - - 3.200.000

Jabatan Fungsional Dokter Madya 1.500.000 400.000 - - 1.900.000

11 Kepala Bagian Tata Usaha 773.000 1.933.000 - - - 2.706.000

Kepala Bidang 773.000 1.933.000 - - 2.706.000

Jabatan Fungsional Madya 1.546.000 232.000 - - - 1.778.000

10 Jabatan Fungsional Dokter Muda 1.160.000 387.000 - - 1.547.000

9 Kepala Subbagian /Seksi 585.000 1.404.000 - - - 1.989.000

Jabatan Fungsional Dokter Pertama 1.170.000 293.000 - - - 1.463.000

Jabatan Fungsional Muda 1.170.000 351.000 - = - 1.521.000

PPPK (Golongan X) 878.000 234.000 1.112.000

8 Kepala Subbagian/Seksi 470.000 1.505.000 - = - 1.975.000

Jabatan Fungsional Pertama 940.000 517.000 - - - 1.457.000

Jabatan Fungsional Penyelia 940.000 517.000 1.457.000

CPNS (Golongan 1I1/b) 940.000 235.000 1.175.000

PPPK (Golongan IX) 940.000 141.000 1.081.000

i Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Layanan Kesehatan 415.000 995.000 - - - 1.410.000

Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan 415.000 995.000 - - - 1.410.000

CPNS (Golongan 1I1/a) 829.000 290.000 1.119.000

PPPK (Golongan VII) 829.000 207.000 1.036.000

6 Pengolah Data dan Informasi 360.000 973.000 = = = 1.333.000

Jabatan Fungsional Pelaksana 360.000 973.000 - - - 1,.333.000
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CPNS (Golongan II/c) 360.000 721.000 1.081.000
PPPK (Golongan VI) 360.000 648.000 1.008.000
5 Pengadministrasi Perkantoran 300.000 1.021.000 - - - 1.321.000
Operator Layanan Operasional (SMA) 300.000 1.021.000 - = - 1.321.000
CPNS (Golongan 11/a) 451.000 601.000 - - - 1.052.000
PPPK (Golongan V) 451.000 541.000 992.000
4 Operator Layanan Operasional (SMP)/Pengemudi Ambulance 356.000 944.000 - - - 1.300.000
PPPK (Golongan IV) 641.000 321.000 962.000
3 Operator Layanan Operasional (SMP) 383.000 883.000 - - - 1.266.000
PPPK (Golongan IV) 662.000 265.000 927.000
1 Operator Layanan Operasional (SD) 383.000 883.000 - - - 1.266.000
PPPK (Golongan I) 481.000 433.000 914.000
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